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ABSTRAK

Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-undang Nomaor 8 Tabun 1981 tentang Hukum Acars
Pidana (KLUHAP) menegaskan hahwa terhadap putusan bebas tidak daput dimintakan kasasi.
skan tetapi dalam perjalaman sejarah peradilan pidana di Indonesia, telah banvak
vurisprudensi vang dijadikan sebagai dasar untuk dilakukaniya kasasi terhadap putusan bebas
dimwali dengan kelupmya Keputusan Menteri Kehakiman Bl Nomor M, T4-PW.T.03 Tahun
|98 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Terhadap pulusan hebas  doapat
dimintakan kasasi dalarm mana Jakss Penuntut Umum barus mampu menjelaskan dasar-dasar
atan alasannya dalam memori kasasinya bahwa putusan bebas pengadilan negeri terschu
adulah bersifat tidak mumi. Dalam kasus ilegal fogging (pembalakan lizr) oleh erdakwa
[hedy Anthoni panggilan Anton yang dijatuhi putusan bebas oleh Pengadilan Megeri Kelas [A
Padung, Jaksa Penuniut Umum pads Kejakssan Megeri Tua Pejat Kabupaten Fepulauan
Mentawai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera
Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melibat norma-nerma hukum vang
herlaku dan kemudian dibubungkan fakia-fakia yang ada dari permasalahan yang ditemui di
lapangan vaitu di Penpadilan Negeri Kelas 1A Padang dengan aturan-aturan hukum vang ada
seperti: KULTAP, Undang-undang nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Surat
Edaran Joksa Agung dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengambilan data dilakukan
dengan teknik purposive sqmpling. Penelitian ini mencapal basil bahwa dalam perkara Thuedy
Anthoni ini Pengadilan Negeri Kelas [A Padang menjatuhkan putusan yang membebaskan
terdakwa denpan dasar perlimbangan putusan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
Jidakwakan setelah dibukiikan unsur-unsur perbuatan dalam pasal-pasal yang dituduebkan oleh
Jakes Penuntut Umum dalam surat dakwasanva tidak terbuti secara sah dan meyakinkan. Hal
vang menarik  dalam  pertimbangan  putusan ini  adalah Majelis. Hakim  dalam
mempertimbangkan unsur pasal yaitu melawan hukum tidak mempertimbangkan unsur
melawan hukum  materil schingea Jaksa Penuntut Umum  dalam memori  kasasinga
menegaskan hahwa pertimbangan Majelis Hakim tanpa didasari pertimbangan hukum dan
putusan dijatubkan herdasarkan pertimbangan vang tidak lengkap dan menyesatkan serta
putusan terschut didasarkan pada penafsiran yang keliru dalam menafsirkan unsur pasal vang
didakwakan, Dengan adanva ketentuan hukum yang membolebkan upaya hukum kasasi
terhadap putusan hebas terlihat bahwa dinamika peradilan di negara kita khususnya dalam
perkara pidana memhbutehkan sarana hukum yang pasti dan menuntut kematangan para
pencgak hukum khususnya hakim dan jaksa mow dan mampu secara professional melakukan
{ugasnya sehinppa paradigma mafia peradilan tidak dikensl lag dalam peradilan Indonesia,



BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

“Wegara Indonesia adalah Megara Hukum®. Hal i secam eksplisit ditegaskan
dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Daser Negara Republik Indonesia Tahun 1943,
Morma ini mengandung makna bahwa i dalam Negara Kesatuan Hepublik [ndonesia,
hukum merupaban urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai peran stralegis
dan posisi vang dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bemegara. Hukum
sebagal suatu sistem, dapat berperan dengon baik dan benar di tengah masyarakat apabila
instrumen  pelaksanannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam  bedang
penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-Kewenangan tersebul terwujud dalam
bentuk pulusan hakim pengadilan,

Yaong dimaksed dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum, Ferumusan demikian tertuang dalam Pasal 1 butir 11 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1231 tentang Hukum Acara Pidana

Fakim dalam kedudukannya bertugas untuk mencgakkan hukum dan keadilan
herdasarkan Pancasila dengan jalan menafsickan hukum dan mencari dasar-dusar dan asas-
asas vang jadi Jandasannya melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga
keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia' .

Dalam Pasal | Undang-undang Momor 4 Twhun 2004 temang  Kekuasaan
Kehakiman disehbutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yamg

merdeka untuk menvelengparakan peradilan guna menegakkan hukum  dan keadilan

" Walavadi, Penpetatman Dasar Hdaom Acara Pid: Sebueh Catatan Kb, Mandar Maje, Dandung,
poi hlm. 113




berdasarkan Pancasila, demi terselenzoaranya MNepara Hukum Republik Indonesia, Pasal
terschut menegaskan suatu ketentugn vang mengikat seorang hakim untuk dapat memutus
sualy perkara atas dasar rasa keadilan dan kebenaran berdasarkon Ketentuan perundang-
undanpan yang berlakuw,

Menurut sistim vang dianut di Indonesia, pemeriksaan i sidang  pengadilan
dipimpin oleh hekim yang harus akiif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak
terdakwa, penasehat hukwm, para saksi dan penuntut umum. Semua itu dengan maksud
untuk menemukan kebenaran materil vang mengantarkan hakim kepada suaty putusan
herdasarkan  hasil pemeriksaan dan  keyvakinannya Makim  harus memutus  scgala
sesuatunya berdpsarkan hukum, yvang diharapkan dengan keputusan it hakim mempunya:
Levakinen “Demi dan atas nama Tuhan” keadilan it dapat diwujudkan. meskipun dalam
ukuran maupun persepsi schagian pencari keaditan belum sepenuhnya diterima

Tahap pengarmbilan keputusan pengadilan tersebut dilakukan apabila pemeriksaan
sidang dinvatakan selesai, dilanjutkan dengan penuntutan, pembelaan, din jawaban yang
dilakukan aleh terdakwa danfatau penasehat hukumnya serta oleh penuntut urmnum. Apabila
tahap penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya Hakim Ketua
menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutep”. Pernvataan milah vang mengantar
persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan
pengadilan, Mengenal putusan apa yang akan dijatuhkan, tergentung hasil muofakat
musvawarah hakim berdasarkan penilaizn yang mereka peroleh dari surat dakwaan
ditubungkan dengan segala sesuatu vang terbukti dalam  pemeriksaan di o osidang
pengadilan.”

DBerdasarkan Pasal 191 Ayat (1} Kitab Undang-Undang Flukum Acara Pidana

(RLUHAP, jika pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang

" Yahva Harahap, Memfofacon Permasalahan dan peaerapaer KUGAPR, Sinar Gralika, Jakarta, 2006, hlin347
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uralan-uraian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan pada bahb-

bab schelumnya. maka sebagai inti dari keseluruhan uraian tersebut, dapatlah dikemukakan

kesimpulan sebagai berikut;

-

Drasar pokek pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas adalah dari alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh
terdakwa dan penaschat hukumnya. Alat-alat bukti tersebut antara lain: keterangan
saksl, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukii
tersebut untuk menguraikan unsur-unsur pasal vang didakwakan. Selain itn hakim juga
mempertimbangkan hal-hal formil dan materil yang seluruhnya didasarkan pada surat
dakwaan. Apabila Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal vang
didakwakan tidak terpenuhi artinya perbuatan vang didakwakan tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut

LITLLAML,

Hal-hal vang dijadikan dasar atau alasan oleh Jaksa Penuntut Umom dalam memor

kasasi terhadap putusan bebas tidak murni adalah:

#. Bahwa putusan bebas tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap
sehutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada
tidak terbuktinya suatu unser perbuatan vang didakwakan dalam surat dakwasn,
misalnyva hakim salah menafsirkan unsur delik:

b. Bahwa pembebasan itu sebenarnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum;

v. Bahwa pengadilan dalam menjatubhkan putusannya telah melampavi wewenangnya;
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